
Mengingat 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Nomor 4Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019;

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI SUMBAWA,

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA

DAERAHTAHUNANGGARAN2019

PERATURANBUPATI SUMBAWA
NOMOR 40 TAHUN 2019

BUPATISUMBAWA
PROVINSI NUSATENGGARABARAT
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7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5049);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5494);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5679);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4028);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4575);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peratucan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
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Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tabun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tahun 2005 ten tang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005
Nomor 150, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintab Nomor 8 Tabun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintab Nomor 3 Tabun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerab Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 ten tang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayab
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintab Nomor 23 Tabun 2011 tentang Perubaban atas
Peraturan Pemerintab Nomor 19 Tabun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayab
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);

21. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerab dan Retribusi Daerab (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 119, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintab Nomor 71 Tabun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintaban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintab Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
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Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5272);

25. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tabun 2016 tentang
Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5887);

26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tabun 2018 tentang
Pengadaan Barang/clasa Pemerintab (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor33);

27. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab
sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubaban Kedua atas Peraturan Menteri Dalarn
NegeriNomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerab (8erita Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam NegeriNomor 16 Tabun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerab tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerab;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tabun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosia!
Yang Bersumber dati Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubaban Keempat atas
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dati Anggaran Pendapatan Dan 8elanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 15);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (8erita Negara
Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor701);

31. Peraturan Daerah Nomor4 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran
2019 (LembaranDaerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018
Nomor4).



Pasa12
Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berdasarkan rincian obyek pendapatan,
belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Ia yang

89.436.927.537,64

0,00

Pembiayaan Netto Setelah
Perubahan Rp.
Sisa LebihPembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp.

Rp. 96.951.162.989,00
(Rp. 7.514.235.451,36)

Rp. 89.436.927.537,64

Rp. 5.000.000.000,00
(Rp. 5.000.000.000.00)

Rp. 0,00

Rp.l.870.329.505.883,OO
Rp. 34.128.109.704.53
Rp.l.904.457.615.587,53
(Rp. 89.436.927.537,64)

Rp.l.815.020.688.049,89

Rp.l.778.378.342.894,OO
RD' 36.642.345.155.89

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Berkurang
Pengeluaran Setelah
Perubahan

3. Pembiayaan:
a. Penerimaan
1) Semula
2) Berkurang
Penerimaan Setelah
Perubahan

2. Belanja
a. Semula
b.8ertambah
Belanja Setelah Perubahan

Defisitsetelah perubahan

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 semula berjumlah
Rp.1.875.329.505.883,OO, (satu triliun delapan ratus
tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua puluh Sembilan
juta lima ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga
rupiah koma nol nol) bertambah sejumlah
Rp.29.128.109.704,53 (dua puluh Sembilan miliar seratus
dua puluh delapan juta seratus Sembilan ribu tujuh ratus
empat rupiah lima puluh tiga sen) sehingga menjadi
Rp.1.904.457.615.587,53 (satu triliun sembilan ratus
empat millar empat ratus lima puluh tujuh juta enam
ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh tujuh
rupiah koma lima puluh tiga sen) dengan rincian sebagai
berikut:

1.Pendapatan
a. Semula
b.Bertambah
Pendapatan Setelah
Perubahan

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGPENJABARANPERUBAHAN
ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUN
ANGGARAN2019.

Menetapkan
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BERITADAERAHKABUPATENSUMBAWATAHUN2019 NOMOR t{O

SUMBAWA,

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal U "oflt7~ 2019
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Pasal5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Pasal4
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran II, Lampiran III dan Larnpiran IV
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.


